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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 

menyatakan; Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, bentuk negara kesatuan 

tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Salah satu 

keuntungan dari negara kesatuan merupakan semua urusan diatur oleh 

pusat. Dan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia 

menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Dalam hal 

ini hukum merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang 

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat (Mochtar 

Kusumaatmadja).Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat Indonesia telah diatur dan dilindungi oleh adanya 

hukum.  

Norma-norma atau kaidah-kaidah dan hidup bermasyarakat pada 

dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya 

norma hukum itu sendiri, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah 

peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk 

menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat1 . Perilaku yang 

tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang 

 
1 Kansil,Pengantar Ilmu Hukum,(Sinar Baru,Bandung,2012),Hlm.122 
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telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan 

ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya 

oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu 

kejahatan, kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial 

yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan 

Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat 

dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas. Seperti halnya 

yang ada di Kota Pasuruan, masih terdapat kasus kejahatan tindak pidana 

Perjudian. 

Definisi perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur permainan yang 

digolongkan sebagai judi ialah. “Yang disebut permainan judi adalah tiap-

tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 

bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih 

atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka 

yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan 

lainnya”. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan 

sengaja yakni mempertahankan satu niali atau yang dianggap bernilai 

dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian 

yang tidak/belum pasti hasilnya2.Perjudian pada dasarnya merupakan 

permainan di mana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu 

 
2 Kartini Kartono,Patologi Sosial,(Rajawali Pers,Jakarta, 2013), Hlm.58 
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pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar 

dan menjadi pemenang yang berarti pemain yang kalah taruhan akan 

memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian dan 

jumlah taruhan ditentukan dam disepakati sebelum pertandingan dimulai. 

Bicara tentang “Judi” yang dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang 

oleh hukum positif3 

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi 

masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak 

dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. 

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah 

dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.4 Pengertian 

penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap 

tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat 

istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.5 

Perilaku atau kebiasaan masyarakat dewasa ini tentang perjudian 

sangatlah meresahkan. Perjudian itu sendiri merupakan salah satu tindak 

pidana kejahatan yang diatur ke dalam KUHP. Praktik perjudian semakin 

berkembang ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat 

ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi keatas. Perjudian pada 

zaman ini, sangatlah marak terjadi mulai dari yang tradisional seperti dadu, 

 
3 Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution & Muazzul, (2020 April),” Tindak Pidana 

Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn 

Tahun 2017) Criminal Judgment in Criminal Law Review (Case Study of Decision Number 491 / 

Pid.B / PN Mdn 2017)”.110-118 
4 Ibid 
5 Kartini Kartono,Patologi Sosial Jilid 1,(Rajagrafindo Persada,Jakarta,2011),Hlm.53 
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sabung ayam, toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi 

informasi. Hal ini tentu saja merupakan dampak negatif dari perkembangan 

teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana dengan memanfaatkan 

teknologinya6. Perkembangan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi salah satunya adalah pada tindak pidana perjudian  online7. 

Setiap permainan judi pada dasarnya mempunyai ciri khas dan 

karakteristik tersendiri dalam menyuguhkan suatu permainan kepada 

pemain sehingga dapat menarik minat para pemain judi untuk ikut bermain 

di dalam perjudian tersebut yang tentunya terdapat uang yang dipertaruhkan 

dalam permainan itu sendiri dengan mengharapkan untung – untungan dari 

kemahiran dalam bermain judi sehingga timbul pengharapan untuk menang. 

Ditinjau dari segi historisnya, perjudian merupakan suatu pernasalahan 

sosial dan permasalahan hukum yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga 

sampai saat ini.  

Mengingat bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana 

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

Timbulnya dua aspek permasalahan inilah yang membuat perjudian yang 

terjadi di negara Indonesia menjadi sebuah problematika baik segi sosial 

maupun segi hukum. Banyak pelaku judi yang beranggapan bahwa bermain 

 
6 Hervina Puspitosari, Anggraini Endah Kusumaningrum, (2021), “Victim  

Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge 

Porn.”. Jurnal USM Law, Vol 4 No.1. DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307 
7 Sihombing, Rut Yohana.2018”Upaya Kepolisian Terhadap Pencegahan Kejahatan 

Perjudian Di Dalam Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Humbang Hasundutan)”.Skripsi. 
Universitas HKBP Nommensen.Medan 

http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307


5 
 

 

judi hanya sekedar untuk mengisi waktu saja, namun juga ada beberapa 

yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian sehari – hari demi 

mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian tersebut. 

Di wilayah hukum Kota Pasuruan perjudian masih marak terjadi 

bahkan mayoritas pemain perjudian menjadikan judi sebagai mata 

pencaharian. Hal ini tentu saja melanggar norma hukum dan juga norma 

sosial yang telah diatur oleh negara Indonesia itu sendiri. Upaya dan 

peranan penegak hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap 

tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan 

dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana 

perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) menurut UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.8Tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Polri, yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat; Menegakan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat9. 

Kepolisian Resor Kota Pasuruan telah berupaya untuk menghadapi 

permasalahan perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Namun 

tentu saja masih terdapat oknum yang melakukan permainan perjudian 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Aipda Arif 

 
8 Arif.(2021,Januari).” TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA 

SEBAGAI PENEGAK HUKUM MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 

TENTANG KEPOLISIAN”. Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1. 
9 Ibid. 
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Triyono,S.H sebagai Kaur Mintu Reskrim Polres Pasuruan Kota, telah 

ditemukan adanya kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota Pasuruan yang 

dijadikan sebagai mata pencaharian. Sebagaimana data dalam 5 tahun 

terakhir yang berhasil Penulis dapatkan dari Bapak Aipda Arif Triyono,S.H 

sebagai Kaur Mintu Reskrim Polres Pasuruan Kota  di Polres Pasuruan Kota 

seperti tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Data Kasus Tindak Pidana Perjudian di Kota  Pasuruan   

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir di atas dapat diuraikan 

bahwasanya jenis tindak pidana perjudian yang ada di wilayah Hukum Kota 

Pasuruan terdapat tujuh jenis perjudian. Dan dari hasil wawancara penulis 
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bersama penyidik bahwa pelaku perjudian yang ada di Kota Pasuruan 

menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian karna pelaku meyampaikan 

mendapatkan keuntungan dan kemudahan untuk mendapatkan sejumlah 

uang. Berdasarkan hal ini kasus perjudian yang ada di Kota Pasuruan para 

pelaku dikenakan pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah 

melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata 

pencaharian.  

 Berdasarkan data di atas. Mengenai tindak pidana perjudian 

yang dilakukan oleh warga kota Pasuruan. Dimana perjudian dilakukan 

sebagai mata pencaharian ini membuat penulis ingin menelitinya lebih 

lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul “PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA 

PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (STUDI DI 

KEPOLISIAN RESOR KOTA PASURUAN)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana perjudian 

sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan? 

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak pidana 

perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana 

perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan? 

2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakkan hukum tindak 

pidana perjudian sebagai mata pencaharian di wilayah Kota Pasuruan? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Untuk mendalami dan mempraktikkan teori yang telah 

Penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas 

Hukum Universitas Pembangunan Nasionanl “Veteran” 

Jawa Timur. 

b. Untuk memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan 

dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Khususnya 

mengenai upaya dan kendala dalam penegakkan hukum 

tindak pidana perjudian yang ada di wilayah Kota Pasuruan. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan wawasan terhadap masyarakat mnegenai 

perjudian sebagai mata pencaharian merupakan suatu tindak 

pidana yang diatur di dalam KUHP dalam Pasal 303 dan 

Pasal 303bis KUHP. 
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b. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu informasi 

mengenai bagaimana proses penegakkan hukum perjudian 

yang dijadikan sebagai mata pencaharian. 

1.5 Kajian Pustaka 

 

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakkan Hukum 

 

1.5.1.1 Teori Penegakkan Hukum 

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari 

objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga 

mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan 

hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam 

aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam 

masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya 

dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.10 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian 

penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum 

oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai 

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut 

aturan hukum yang berlaku. 

 
10 Kartini Kartono, Patologi Sosial,(PT.Rajagrafindo,Jakarta,2015),Hlm.206 
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Menurut Prof. Sudalrto, S.H., dalam pengertian penegakkan 

hukum sebegai berikut . 

Penegalkaln hukum bidalngnyal luals sekalli, tidalk halnyal 

bersalngkut palut dengaln tindalkaln-tindalkaln alpalbilal sudalh aldal 

altalu aldal persalngkalaln telalh terjaldi kejalhaltaln, alkaln tetalpi jugal 

menjalgal kemungkinaln alkaln terjaldinyal kejalhaltaln. Yalng 

teralkhir ini aldallalh malsallalh prevensi dalri kejalhaltaln. Kallalu 

prevensi dialrtikaln secalral luals malkal balnyalk baldaln altalu fihalk 

yalng terlibalt di dallalmnyal, iallalh pembentuk Undalng-

Undalng, polisi, kejalksalaln, pengaldilaln, palmongpraljal daln 

alpalraltur eksekusi pidalnal sertal oralng-oralng bialsal. Proses 

pemberialn pidalnal di malnal baldaln-baldaln ini malsing-malsig 

mempunyali peralnalnyal dalpalt dipalndalng sebalgali upalyal untuk 

menjalgal algalr oralng yalng bersalngkutaln sertal malsyalralkalt 

paldal umumnyal tidalk melalkukalntindalk pidalnal. Nalmun 

baldaln yalng lalngsung mempunyali wewenalng daln kewaljibaln 

dallalm pencegalhaln ini aldallalh kepolisialn.11 

Menurut Prof. Dr. Saltjipto Ralhalrdjo, SH, : “Penegalkaln 

hukum merupalkaln ralngkalialn proses untuk menjalbalrkaln nilali,ide, 

cital yalng cukup albstralk yalng menjaldi tujualn hukum”.12 

Penegalkaln hukum pidalnal aldallalh sualtu usalhal untuk 

mewujudkaln ide-ide tentalng kedilaln dallalm hukum pidalnal dallalm 

kepalstialn hukum daln kemalnfalaltaln sosiall menjaldi kenyaltalaln hukum 

dallalm kepalstialn hukum daln kemalnfalaltaln sosiall menjaldi kenyaltalaln 

hukum dallalm setialp hubungaln hukum.13 Dengaln kaltal lalin, 

penegalkaln hukum pidalnal merupalkaln pelalksalaln dalri peralturaln-

peralturaln pidalnal. Dengaln demikialn, penegalkaln hukum merupalkaln 

 
11 Chainur Arrasjid,Dasar – Dasar Ilmu Hukum,(Sinar Grafika,Jakarta,2000),Hlm21 
12 Satjipto Rahadjo,Penegkkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,(Genta 

Publishing,Yogyakarta,2009),Hlm.vii 
13 Peter Mahmud,Marzuki,Pengantar Ilmu Hukum,(Kencana 

Prenada,Jakarta,2012),Hlm.15 
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sualtu sistem yalng menyalngkut penyeralsialn alntalral nilali dengaln 

kalidalh sertal perilalku nyaltal malnusial. 

Penegalkaln hukum menurut Jimmly Alsshaldique jugal aldallalh 

proses dilalkukalnnyal upalyal untuk tegalknyal altalu berfungsinya l 

normal-normal hukum secalral nyaltal sebalgali pedomaln perilalku dallalm 

lallu lintals altalu hubungaln-hubungaln hukum dallalm kehidupaln 

bermalsyalralkalt daln bernegalral. Kaltal lalin dalri penegalkaln hukum 

aldallalh fungsionallisalsi hukum pidalnal yalng dimalksudkaln sebalgali 

sualtu usalhal untuk menalnggulalngi kejalhaltaln melallui penegalkaln 

hukum pidalnal yalng ralsionall untuk memenuhi ralsal kealdilaln daln dalya l 

gunal. Menegalkkaln hukum pidalnal halrus melallui beberalpal talhalp 

yalng dilihalt sebalgali usalhal altalu proses ralsionall yalng sengaljal 

direncalnalkaln untuk mencalpali sualtu tertentu yalng merupalkaln sualtu 

jallinaln maltal ralntali alktifitals yalng tidalk termalsuk bersumber dalri 

nilali-nilali daln bermualral paldal pidalnal daln pemidalnalaln. 

Penegalkaln hukum merupalkaln proses dilalkukalnnyal upalya l 

penegalkaln altalu berfungsinyal normal-normal sebalgali dalsalr perilalku 

hukum yalng aldal di malsyalralkalt daln negalral. Sitem penegalkaln hukum 

aldallalh terkalit aldalnyal keseralsialn alntalral nilali-nilali daln kalidalh hukum 

dengaln perilalku nyaltal malnusial .14 

 

 
14 Ibid.hlm.20 
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1.5.1.2 Lembalgal Penegalkka ln Hukum 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga merupakan 

badan (organisasi) yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu 

penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga juga berarti 

pola perika manusia yang mapan, terdiri dari interaksi sosial berstruktur 

dalam suatu kerangka nilai yang relavan. Sedangkan penegak hukum diartika 

sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Berdasarkan 

definis tersebut, Lembaga penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi 

dari petugas – petugas yang berhubungan dengan permasalahan peradilan. 

Berikut merupakan Lembaga penegak hukum di Indonesia : 

a. Kepolisialn 

Kepolisialn sebalgali subsistem peraldilaln pidalnal dialtur 

dallalm Undalng-Undalng No. 2 Talhun 2002 tentalng 

Kepolisialn Negalral RI. Sesuali Palsall 13 Undalng-Undalng No. 

2 Talhun 2002 tersebut kepolisialn mempunyali tugals pokok 

memelihalral kealmalnaln daln ketertibaln malsyalralkalt, 

menegalkkaln hukum, daln memberikaln perlindungaln, 

pengalyomaln daln pelalyalnaln kepaldal malsyalralkalt. Sedalngkaln 

dallalm peraldilaln pidalnal, kepolisialn memiliki kewenalngaln 

khusus sebalgali penyidik yalng secalral umum dialtur dallalm 

Palsall 15 daln 16 Undalng-Undalng No. 2 Talhun 2002 daln 

dallalm hukum alcalral pidalnal dialtur dallalm Palsall 5- 7 KUHAlP.  
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Tugas utama Kepolisian : menerimal lalporaln daln 

pengaldualn dalri public malnalkallal terjaldi tindalk pidalnal; 

melalkukaln penyelidikaln daln penyidikaln tindalk pidalnal; 

melalkukaln penyalringaln terhaldalp kalsus-kalsus yalng 

memenuhi untuk dialjukaln ke kejalksalaln; melalporkaln halssil 

penyidikaln kepaldal kejalksalaln daln memalstikaln dilindunginyal 

palral pihalk yalng bterlibalt dallalm proses peraldilaln pidalnal.15 

b. Kejalksalaln 

Dallalm perkembalngaln sistem ketaltalnegalralaln 

Indonesial, lembalgal kejalksalaln merupalkaln balgialn dalri 

lembalgal eksekutif yalng tunduk kepaldal Presiden. Alkaln 

tetalpi, alpalbilal dilihalt dalri segi fungsinyal, kejalksalaln 

merupalkaln balgialn dalri lembalgal yudikaltif. Hall ini dalpalt 

diketalhui dalri redalksi Palsall 24 Almalndemen Ketigal UUD 

Negalral RI 1945 yalng menegalskaln balhwal kekualsala ln 

kehalkimaln dilalkukaln oleh sebualh Malhkalmalh Algung daln 

baldaln peraldilaln lalin yalng fungsinyal berkalitaln dengaln 

kekualsalaln kehalkimaln.  

Penegalsaln mengenali baldaln-baldaln peraldilaln lalin 

diperjelals dallalm Palsall 41 Undalng-Undalng No. 48 Talhun 

2009 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln yalng berbunyi : 

“Baldaln-baldaln lalin yalng fungsinyal berkalitaln dengaln 

kekualsalaln kehalkimaln meliputi Kepolisialn Negalral Republik 

 
15 R.Sugiharto,Sistem Peradillan Pidana Indonesia,(Unissula,Semarang,2012),Hlm.36-38 
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Indonesial, Kejalksalaln Republik Indonesial, daln baldaln-baldaln 

lalin dialtur dallalm undalngundalng.” Sebalgali subsistem 

peraldilaln pidalnal, Kejalksalaln mempunyali tugals daln 

wewenalng dibidalng pidalnal sebalgalimalnal dialtur Palsall 14 

KUHAlP, yalitu : 

a. Menerimal daln memeriksal berkals perkalra l 

penyidikkaln dalri penyidik altalu penyidik 

pembalntu; 

b. Mengaldalkaln pralpenuntutaln alpalbilal alda l 

kekuralngaln paldal penyidikkaln dengaln 

memperhaltikaln ketentualn palsall 110 alyalt (3) 

daln alyalt (4), dengaln memberi petunjuk dallalm 

ralngkal penyempurnalaln penyidikaln dalri 

penyidik; 

c. Memberikaln perpalnjalngaln penalhalnaln, 

melalkukaln penalhalnaln altual penalhalnaln 

lalnjutaln dalnal talu mengubalh staltus talhalnaln 

setelalh perkalralnyal dilimpalhkaln oleh 

penyidik; 

d. Membualt suralt dalkwalaln; 

e. Melimpalhkaln perkalral ke pengaldilaln; 

f. Menyalmpalikaln pemberitalhualn kepalda l 

terdalkwal tentalng ketentualn halri daln walktu 

perkalral disidalngkaln yalng disertali suralt 
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palnggilaln balik kepaldal terdalkwal malupun 

kepaldal salksi untuk daltalng paldal siding yalng 

telalh ditentukaln; 

g. Melalkukaln penuntutaln; 

h. Menutup perkalral demi kepentingaln hukum; 

i. Mengaldalkaln tindalkaln lalin dallalm lingkup 

tugals daln talnggung jalwalb sebalgali penuntut 

umum menurut ketentualn undalng – undalng 

ini 

j. Melalksalnalkaln penetalpaln halkim.16 

c. Pengaldilaln 

Keberaldalaln lembalgal pengaldilaln sebalgali subsistem 

peraldilaln pidalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng No. 48 

Talhun 2009 tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln. Palsall 1 

Undalngundalng tersebut memberi definisi tentalng kekualsalaln 

kehalkimaln sebalgali berikut: “Kekualsalaln kehalkimaln aldallalh 

kekualsalaln negalral yalng merdekal untuk menyelenggalralkaln 

peraldilaln gunal menegalkkaln hukum daln kealdilaln 

berdalsalrkaln Palncalsilal, demi terselenggalralnyal negalral hukum 

Republik Indonesial.”  

Sesuali dengaln Undalng-Undalng No. 48 Talhun 2009 

tersebut daln KUHAlP, tugals Pengaldilaln aldallalh menerimal, 

memeriksal daln memutus perkalral yalng dialjukaln kepaldalnyal. 

 
16 Ibid 
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Dallalm memeriksal seseoralng terdalkwal, halkim bertitik tolalk 

paldal suralt dalkwalaln yalng 38 dibualt oleh Jalksal Penuntut 

Umum, daln mendalsalrkaln paldal allalt bukti sebalgalimalna l 

ketentualn Palsall 184 KUHAlP. Kemudialn dengaln sekuralng-

kuralngnyal 2 (dual) allalt bukti daln keyalkinalnnyal, halkim 

menjaltuhkaln putusalnnyal.17 

d. Lembalgal Pemalsyalralkaltaln 

Lembalgal Pemalsyalralkaltaln (LAlPAlS) dialtur dallalm 

Undalng-Undalng No. 12 Talhun 1995 tentalng 

Pemalsyalralkaltaln yalng mengubalh sistem kepenjalralaln 

menjaldi sistem pemalsyalralkaltaln. Sistem pemalsyalralkaltaln 

merupalkaln sualtu ralngkalialn kesaltualn penegalkaln hukum, 

oleh kalrenal itu pelalksalnalalnnyal tidalk dalpalt dipisalhkaln dalri 

pengembalngaln konsep umum mengenali pemidalnalaln. 

Menurut ketentualn Palsall 1 alngkal 3 Undalng-Undalng No. 12 

Talhun 1995 tentalng Pemalsyalralkaltaln, dinyaltalkaln balhwal 

Lembalgal Pemalsyalralkaltaln (LAlPAlS) aldallalh tempalt untuk 

melalksalnalkaln pembinalaln nalralpidalnal daln alnalk didik 

pemalsyalralkaltaln .18 

e. Aldvokalt/Pengalcalral 

Lalhirnyal Undalng-Undalng No. 18 Talhun 2003 

tentalng Aldvokalt menjaldi lalndalsaln hukum penting balgi 

profesi Aldvokalt sebalgali sallalh saltu pilalr penegalk hukum. Hall 

 
17 Ibid 
18 Ibid 
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ini ditegalskaln dallalm Palsall 5 alyalt (1) Undalng-Undalng No. 

18 Talhun 2003 tersebut, yalng menyaltalkaln balhwal Aldvokalt 

berstaltus penegalk hukum, bebals daln malndiri yalng dijalmin 

oleh hukum daln peralturaln perundalng-undalngaln. Dallalm 

Penjelalsaln Palsall 5 alyalt (1) Undalng-Undalng No. 18 Talhun 

2003 lebih ditegalskaln lalgi, balhwal yalng dimalksud dengaln 

“Aldvokalt berstaltus sebalgali penegalk hukum” aldallalh 

Aldvokalt sebalgali sallalh saltu peralngkalt dallalm proses 

peraldilaln yalng mempunyali kedudukaln setalral dengaln 

penegalk hukum lalinyal dallalm menegalkaln hukum daln 

kealdilaln.19 

1.5.2 Tinjalualn Umum Tentalng Perjudialn 

 

1.5.2.1 Pengertialn Perjudia ln 

Judi altalu permalinaln judi altalu ’perjudialn’ menurut Kalmus 

Besalr Balhalsal Indonesial aldallalh permalinaln sebalgali dengaln memalkali 

ualng sebalgali talruhaln. Berjudi iallalh mempertalruhkaln sejumlalh ualng 

altalu halrtal dallalm permalinaln tebalkaln berdalsalrkaln kebetulaln, dengaln 

tujualn mendalpaltkaln sejumlalh ualng altalu halrtal yalng lebih besalr 

dalripaldal jumlalh altalu halrtal semulal

20. Menurut Kalrtini Kalrtono, 

perjudialn aldallalh pertalruhaln dengaln sengaljal yalkni mempertalhalnkaln 

saltu nialli altalu yalng dialnggalp bernilali dengaln aldalnyal resiko daln 

halralpaln-halralpaln tertentu paldal peristiwal-peristiwal permalinaln, 

 
19 Ibid 
20 Poerwardamninta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka,Jakarta), Hlm. 419 
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pertalndingaln, perlombalaln, daln kejaldialn-kejaldialn yalng tidalk/belum 

palsti halsilnyal.21 

Definisi perjudialn yalng dialtur dallalm Palsall 303 alyalt (3) Kitalb 

UndalngUndalng Hukum Pidalnal (KUHP) mengaltur permalinaln yalng 

digolongkaln sebalgali judi iallalh. “Yalng disebut permalinaln judi 

aldallalh tialp-tialp permalinaln, dimalnal paldal umum nyal kemungkinaln 

mendalpalt untung bergalntung paldal peruntungaln belalkal, jugal kalrena l 

pemalinnyal lebih terlaltih altalu lebih malhir. Disitu termalsuk segalla l 

pertalruhaln tentalng keputusaln perlombalaln altalu permalinaln lalin-

lalinnyal yalng tidalk dialdalkaln alntalral merekal yalng turut berlombal altalu 

bermalin, demikialn jugal segallal pertalruhaln lalinnyal.” 

1.5.2.2 Unsur – Unsur Perjudialn 

Setialp palsall yalng mengaltur mengenali perbualtaln perjudialn 

memiliki kaltegori-kaltegori yalng berbedal dallalm alturalnnyal untuk 

menentukaln staltus pelalku altals perbualtaln yalng termalsuk dallalm jenis 

malnal yalng telalh ial lalkukaln. Hall ini diperlukaln untuk mempermudalh 

proses hukum yalng alkaln ial jallalni daln memperjelals tindalkaln-

tindalkaln hukum yalng alkaln didalpaltnyal. Perlu untuk diketalhui 

malsyalralkalt balhwal permalinaln judi mengalndung beberalpal unsur algalr 

dalpalt dikaltalkaln sebalgali bentuk perbualtaln perjudialn seperti aldalnya l 

penghalralpaln untuk menalng, sifaltnyal untunguntungaln saljal daln 

penghalralpaln itu jaldi bertalmbalh besalr kalrenal kepintalraln daln 

kebialsalaln pemalin. 

 
21 Kartono Kartini, Patologi Sosial, (Rajawali Pers,Jakarta,2013), Hlm. 58 
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Aldalpun unsur-unsur yalng terkalndung dalri beberalpa l 

pengertialn tentalng perjudialn, yang diambil dari Pasal 303 bis 

KUHP, yalitu aldalnyal unsur : 

1. Permalinaln/Perlombalaln 

Permalinaln/perlombalaln yalitu perbualtaln yalng 

dilalkukaln yalng bialsalnyal berbentuk permalinaln altalu 

perlombalaln yalng dilalkukaln semaltal-maltal untuk 

bersenalng-senalng altalu kesibukaln untuk mengisi 

walktu senggalng gunal menghibur halti. Jaldi bersifalt 

rekrealtif daln palral pelalku halrus terlibalt alktif dallalm 

permalinaln tersebut. 

2. Untung – Untungaln 

Untung-untungaln yalitu dallalm permalinaln 

tersebut si pelalku permalinaln altalu perlombalaln ini 

lebih balnyalk digalntungkaln kepaldal unsur 

spekulaltif/kebetulaln altalu untunguntungaln. Dallalm 

permalinaln untung-untungaln ini aldal falktor 

kemenalngaln malupun kerugialn yalng diperoleh ketikal 

melalkukaln permalinaln tersebut. 

3. Talruhaln  

Pengertialn talruhaln dallalm permalinaln untung-

untungaln yalitu memiliki ejalaln daln pelalfallaln yalng 

salmal tetalpi malknalnyal berbedal. Talruhaln memiliki 

alrti dallalm kelals nominal ualng daln sebalgalinyal yalng 
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dipalsalng dallalm perjudialn. Dallalm permalinaln altalu 

perlombalaln ini, aldal talruhaln yalng dipalsalng oleh palral 

pihalk pemalin altalu balndalr, balik dallalm bentuk ualng 

altalupun halrtal bendal lalinnyal.  

Alkibalt aldalnyal talruhaln malkal tentu saljal alda l 

pihalk yalng diuntungkaln daln aldal yalng dirugikaln. 

Unsur ini merupalkaln unsur yalng palling utalmal untuk 

menentukaln alpalkalh sebualh perbualtaln dalpalt disebut 

sebalgali judi altalu bukaln.22 Talruhaln bisal berbentuk 

ualng malupun balralng berhalrgal lalinnyal. Jenis talruhaln 

terbalgi menjaldi 2 yalitu:23 

1. Talruhaln bialsal, talruhaln yalng dilalkukaln secalra l 

lalngsung meliputi : salbung alyalm, calsino non 

online, lotre, togel.24 

2. Talruhaln online, talruhaln yalng dilalkukaln 

menggunalkaln internet meliputi : poker online, 

calpsal online daln berbalgali talruhaln online 

lalinnyal.25 

Unsur-unsur dallalm Palsall 303 KUHP tentalng Tindalk Pidalna l 

Perjudialn yalng terkalndung dallalm perjudialn aldallalh : 

 
22 Vijinanda, I.G.D,Yuliartiin,N.P.R, & Mangku,D.G.S. (2021). Implementasi Pasal 303 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten 

Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(1).22-34 
23 Ibid 
24 Ibid 
25 Ibid 
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a. Mengaldalkaln altalu memberi kesempaltaln malin judi tersebut 

sebalgali pencalhalrialn 

b. Sengaljal mengaldalkaln altalu memberi kesempaltaln untuk mialn 

judi kepaldal umum 

c. Turut malin judi sebalgali pencalhalrialn. Paldal perjudialn itu alda l 

unsur minalt daln penghalralpaln yalng malkin meninggi, jugal 

unsur ketegalngaln, disebalbkaln oleh ketidalk palstialn untuk 

menalng altalu kallalh. Situalsi tidalk palsti ini membualt 

orgalnisme semalkin tegalng daln malkin gembiral, membunuh 

efek-efek yalng kualt daln ralngsalngalnralngsalngaln besalr untuk 

betalh bermalin. Ketegalngaln alkaln semalkin memuncalk bilal 

dibalrengi dengaln kepercalyalaln alnimistik paldal nalsib 

peruntungaln. 

1.5.2.3 Jenis – Jenis Tindalk Pidalnal Perjudialn 

 

Jikal berbicalral tentalng malcalm-malcalm perjudialn tentulalh 

salngalt balnyalk, tetalpi malcalm-malcalm perjudialn dikaltegorikaln 

menjaldi tigal dallalm Peralturaln Pemerintalh Republik Indonesial 

Nomor 9 Talhun 1981 tentalng Pelalksalnalaln Penertibaln Perjudialn 

yalkni : 

a. Perjudialn di Kalsino terdiri dalri roulette, blalckjalck, 

ba lccalralt, creps, keno, tombolal, super ping-pong, 

lotto falir, saltaln, palykyu, slot, malchine (jalckpot), ji si 
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kie, big six whele, chuc al luck, palseraln, palchinko, 

poker, twenty one, hwal hwe, kiu-kiu, daln lalin-lalin 

b. Perjudialn di tempalt keralmalialn  terdiri dalri lempalr 

palser/bulu alyalm paldal salsalraln altalu palpaln yalng 

berputalr (palseraln), lempalr gelalng, lempalr ualng 

(coin), kim, palncingaln, menembalk salsalraln yalng 

tidalk berputalr, lempalr bolal, aldu alyalm, aldu salpi, aldu 

kerbalu, aldu dombal, altalu kalmbing, palcu kudal, 

kalralpaln salpi, palcu alnjing, malyong, malcalk daln erek-

erek. 

c. Perjudialn yalng dikalitkaln dengaln kebialsalaln terdiri 

dalri aldu alyalm, aldu salpi, aldu kerbalu, palcu kudal, 

kalralpaln salpi, aldu dombal altalu kalmbing. Bentuk 

perjudialn ini tidalk termalsuk perjudialn alpalbilal 

kebialsalalnkebialsalaln yalng bersalngkutaln berkalitaln 

dengaln upalcalral-upalcalral kealgalmalaln daln sepalnjalng 

kebialsalaln itu tidalk merupalkaln perjudialn. Ketentualn 

palsall ini mencalkup pulal tindalk pidalnal perjudialn 

yalng mungkin timbul dimalsal yalng alkaln daltalng 

sepalnjalng termalsuk kaltegori perjudialn sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm KUHP Palsall 303 alyalt (3). 

d. Perjudialn online aldallalh sebualh permalinaln talruhaln 

yalng dilalkukaln secalral online melallui komputer altalu 

smalrtphone daln dialkses dengaln menggunalkaln 
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internet. Perjudian Online sendiri tentu salja l 

dihalruskaln untuk menggunalkaln ualng alsli dallalm 

pertalruhaln, dengaln calral deposit (mengirimkaln ualng 

kepaldal algen-algen terpercalyal pilihaln), lallu algen 

tersebut alkaln menjaldikaln ualng andal sebalgali kredit. 

Setelalh ualng alndal menjaldi kredit sesuali dengaln 

deposit yalng alndal kirim, alndal bisal lalngsung mulali 

bertalruh sesuali dengaln permalinaln alpal yalng ingin 

alndal malinkaln. Jaldi, jikal pemalin yalng beruntung 

alkaln memenalngkaln talruhaln daln yalng kallalh alkaln 

membalyalr talruhaln sesuali dengaln jumlalh yalng sudalh 

ditentukaln, bialsalnyal jumlalh talruhaln di tentukaln 

sebelum permalinaln dimulali. 

e. Porkals daln togel aldallalh sebualh permalinaln judi yalng 

menebalk alngkal yalng alkaln kelualr di pemutalr alngkal. 

Pemutalr alngkal tersebut terdalpalt di beberalpal negalra l 

daln alkaln di infokaln alngkal yalng kelualr melallui 

algenalgen yalng telalh tersebalr di beberalpal tempalt. 

Pemenalng yalng menebalk alngkal yalng kelualr sesuali 

dengaln tebalkalnnyal alkaln mendalpaltkaln balyalraln 

berkalli lipalt sesuali dengaln jumlalh talruhalnnyal. 

Malcalm – malcalm perjudialn yalitu tialp – tialp permalinaln, 

dimalnal paldal umumnyal kemungkinaln mendalpaltkaln untung 

bergalntung paldal peruntungaln berkallal, segallal pertalruhaln tentalng 
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keputusaln perlombalaln altalu permalinaln lalin – lalinnyal yalng tidalk 

dialdalkaln alntalral merekal yalng tidalk ikut berlombal altalu bermalin, 

demikialn jugal segallal pertalruhaln lalinnyal sesuali dengaln alpal yalng 

dijelalskaln dallalm Kital Undalng – Undalng Hukum Pidalnal Palsall 303 

tentalng Tindalk Pidalnal Perjudialn26. 

1.5.2.4 Falktor – Falktor Yalng Mempengalruhi Tindalk Pidalnal Perjudia ln  

 

Falktor – falktor yalng mempengalruhi tindalk pidalnal perjudialn yalng 

dilalkukaln oleh pelalku pejudi aldallalh : 

1. Falktor Keimalnaln daln Ketalqwalaln kepaldal Tuhaln Yalng Malhal 

Esal. 

Halmpir seluruh wilalyalh Indonesial penallalraln daln 

pengallalmaln terhaldalp nilali-nlali Algalmal yalng luntur, sering 

kalli pemeluk Algalmal melalkukaln tindalkalntindalkaln yalng 

merugikaln oralng lalin daln diri sendiri. Hubungalnalnya l 

dengaln kegialtaln merugikaln oralng lalin balnyalk perbualtaln-

perbualtaln yalng mengalndung unsur mendorong, menyeluruh, 

memberikaln pelualng daln kesempaltaln memerintalhkaln untuk 

melalkukaln perbualtaln-perbualtaln yalng merugikaln oralng lalin. 

Alpalbilal merekal dilalndalsi oleh alturaln hukum Algalmal 

yalng dialnutnyal, merekal tidalk alkaln beralni daln berupalya l 

untuk melalkukaln penjuallaln tersebut. Rendalhnyal alkhlalk daln 

perilalku tersebut tidalk memperhitungkaln alkibalt yalng 

 
26 Ibid 
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ditimbulkaln oleh judi tersebut, sehinggal malsyalralkalt salngalt 

terpengalruh, balgi malsyalralkalt setempalt dalpalt diberikaln 

penyuluhaln daln palnutaln yalng tepalt gunal untuk membalngun 

kesaldalraln merekal dallalm menghentikaln penjuallalnnyal yalng 

merusalk perilalku daln Alkhlalk Algalmal. 

2. Falktor Ekonomi 

Sallalh saltu falktor yalng palling mendalsalr yalng 

menyebalbkaln terjaldinyal tindalk pidalnal perjudialn aldallalh 

falktor ekonomi. Paldalhall dallalm perspektif hukum perjudialn 

merupalkaln sallalh saltu tindalk pidalnal yalng meresalhkaln 

dengaln itu dallalm palsall 1 UU No.7 talhun 1974 tentalng 

penertibaln perjudialn dinyaltalkaln balhwal semual tindalk pidalnal 

perjudialn dialnggalp kejalhaltaln.27 

Balgi malsyalralkalt dengaln staltus sosiall daln ekonomi 

yalng rendalh, perjudialn seringkalli dialnggalp sebalgali sualtu 

salralnal untuk meningkaltkaln talralf hidup merekal. Dengaln 

modall yalng salngalt kecil merekal berhalralp mendalpaltkaln 

keuntungaln yalng sebesalr-besalrnyal altalu menjaldi kalyal dallalm 

sekejalb talnpal usalhal yalng besalr. Selalin itu kondisi sosiall 

malsyalralkalt yalng menerimal perilalku berjudi jugal berperaln 

besalr terhaldalp tumbuhnyal perilalku tersebut dallalm 

komunitals. 

3. Falktor Lingkungaln  

 
27 Chawas adami, Pelajaran Hukum Pidana I, (Raja Grafindo persada, Jakarta,2006). 

Hlm.23 



26 
 

 

Lingkungaln jugal merupalkaln sallalh saltu falktor pendorong 

terjaldinyal tindalk pidalnal perjudialn. Malnusial merupalkaln 

malhluk sosiall, untuk melalngsungkaln hidupnyal halrus bekerjal 

salmal dengaln oralng lalin, hall ini eralt kalitalnnyal dengaln 

dengaln lingkungaln tempalt tinggall itu sendiri.28 

1.5.3 Pera lturaln Perundalng – Undalngaln Tindalk Pidalnal Perjudialn 

Di Indonesial terdalpalt beberalpal peralturaln yalng mengaltur 

perihall perjudialn seperti yalng dialtur dallalm palsall 303 daln palsall 303 

bisal KUHP. Perjudialn menurut palsall 303 alyalt (1) KUHP 

menjelalskaln hall sebalgali berikut : Dialncalm dengaln pidalnal penjalral 

palling lalmal sepuluh talhun altalu pidalnal dendal palling balnyalk dua l 

puluh limal jutal rupialh, balralng sialpal talnpal mendalpalt izin: 1. Dengaln 

sengaljal menalwalrkaln altalu memberikaln kesempaltaln untuk 

permalinaln judi daln menjaldikalnnyal sebalgali pencalrialn, altalu dengaln 

sengaljal turut sertal dallalm sualtu perusalhalaln untuk itu; 2. Dengaln 

sengaljal menalwalrkaln altalu memberi kesempaltaln kepaldal khallalyalk 

umum untuk bermalin judi altalu dengaln sengaljal turut sertal dallalm 

perusalhalaln untuk itu, dengaln tidalk peduli alpalkalh untuk 

menggunalkaln kesempaltaln aldalnyal sesualtu syalralt altalu dipenuhinyal 

sesualtu taltal-calral; 3. Menjaldikaln turut sertal paldal permalinaln judi 

sebalgali pencalrialn.  

Kemudialn, ketentualn Palsall 303 bis alyalt (1) KUHP, 

berbunyi: Dialncalm dengaln hukumaln penjalral palling lalmal 4 talhun 

 
28 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Rineka Cipta, Jakarta,2008), Hlm.133 
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altalu dendal palling balnyalk sepuluh jutal rupialh: 1. balralngsialpal 

menggunalkaln kesempaltaln untuk malin judi, yalng dialdalkaln dengaln 

melalnggalr peralturaln palsall 303; 2. balralngsialpal ikut sertal permalinaln 

judi yalng dialdalkaln di jallaln umum altalu di pinggirnyal malupun di 

tempalt yalng dalpalt dimalsuki oleh khallalyalk umum, kecualli jikal untuk 

mengaldalkaln itu, aldal izin dalri pengualsal yalng berwenalng. 

Kemudialn, berdalsalrkaln Palsall 303 alyalt (3) KUHP, judi 

aldallalh tialp-tialp permalinaln yalng umumnyal terdalpalt kemungkinaln 

untuk untung kalrenal aldalnyal peruntungaln altalu kalrenal pemalinnya l 

malhir daln sudalh terlaltih. Yalng jugal termalsuk malin judi iallalh 

pertalruhaln tentalng keputusaln perlombalaln altalu permalinaln lalin, yalng 

tidalk dialdalkaln oleh merekal yalng turut berlombal altalu bermalin itu, 

demikialn jugal segallal pertalruhaln yalng lalin-lalin. 

Dalri ketentualn KUHP tersebut dalpalt dilihalt balhwal dallalm 

permalinaln judi, terdalpalt unsur keuntungaln (untung) yalng 

bergalntung paldal peruntungaln (untung-untungaln) altalu 

kemalhiraln/kepintalraln pemalin. Selalin itu, permalinaln judi juga l 

melibaltkaln aldalnyal pertalruhaln. 

Didallalm Palsall 1 Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 1974 

tentalng Penertibaln Perjudialn menyaltalkaln balhwal semual tindalk 

pidalnal perjudialn sebalgali kejalhaltaln. Pelalksalnalaln Palsall 1 dallalm 

Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 1974 dialtur dengaln Peralturaln 

Perundalng-undalngaln. Undalng-Undalng Nomor 7 talhun 1974 
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merubalh sebutaln Palsall 542 menjaldi Palsall 303 bis daln Palsall 542 

tidalk berlalku lalgi. Selalnjutnyal dialtur secalral rinci dallalm Peralturaln 

Pemerintalh Republik Indonesial Nomor 9 Talhun 1981 tentalng 

Pelalksalnalaln Penertibaln Perjudialn, peralturaln pemerintalh ini 

melalralng pemberialn izin penyelenggalraln semual bentuk perjudialn 

daln mencalbut semual izin-izin yalng telalh di berikaln sebelumnyal. 

Paldal kenyaltalalnnyal di malsal sekalralng malsih malralk 

dilalkukalnnyal perjudialn balik dallalm bentuk permalinaln, perlombalaln 

daln pertalruhaln lalinnyal. Paldal Palsall 1 Peralturaln Pemerintalh Republik 

Inonesial Nomor 9 talhun 1981 tentalng Pelalksalnalaln Penertibaln 

Perjudialn menyaltalkalkaln : 

“Alyalt (1) Pemberialn izin penyelenggalralaln segallal bentuk 

daln jenis perjudialn dilalralng, balik perjudialn yalng diselenggalralkaln di 

kalsino, di tempalt keralmalialn, malupun yalng dikalitkaln dengaln allalsaln-

allalsaln lalin.” 

“ Alyalt (2) lzin penyelenggalralaln perjudialn yalng sudalh 

diberikaln, dinyaltalkaln dicalbut daln tidalk berlalku lalgi sejalk talnggall 

31 Malret 1981.” 

Jaldi Peralturaln Pemerintalh Republik Indonesial Nomor 9 

Talhun 1981 tentalng Pelalksalnalaln Penertibaln Perjudialn berfokus 

paldal pemberi izin penyelengalralaln segallal bentuk jenis perjudialn 

dilalralng. 
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1.5.4 Tinjalualn Umum Tentalng Maltal Pencalhalrialn 

Maltal pencalhalrialn merupalkaln pekerjalaln yalng menjaldi pokok 

penghidupaln. Maltal pencalhalrialn dalpalt dialrtikaln jugal sebalgali segallal 

alktivitals malnusial dallalm memberdalyalkaln potensi sumber dalyal allalm. Malta l 

pencalhalrialn malsyalralkalt di Indonesial salngalt beralgalm. Aldal beberalpal falktor 

yalng membualt maltal pencalhalrialn menjaldi beralgalm. Mulali dalri kealhlialn, 

falktor geogralfis, pendalpaltaln daln lalin sebalgalinyal. 

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI), alrti malta l 

pencalhalrialn aldallalh pekerjalaln altalu pencalhalrialn utalmal (yalng dikerjalkaln 

untuk bialyal hidup sehalri-halri). Secalral umum maltal pencalhalrialn dalpalt 

didefinisikaln sebalgali pekerjalaln utalmal yalng dilalkukaln oleh seseoralng altalu 

malsyalralkalt. Hall ini senaldal dengaln penyaltalaln Alstrid Susalnto yalng membalgi 

maltal pencalhalrialn menjaldi dual, yalitu maltal pencalhalrialn pokok daln maltal 

pencalhalrialn salmpingaln. Maltal pencalhalrialn pokok aldallalh keseluruhaln 

kegialtaln untuk memalnfalaltkaln sumber dalyal yalng aldal yalng dilalkukaln 

sehalrihalri daln merupalkaln maltal pencalhalrialn utalmal untuk memenuhi 

kebutuhaln hidup. Maltal pencalhalrialn salmpingaln dallalh pencalhalrialn dilualr 

maltal pencalhalrialn pokok.29 

1.5.5 Tinjalualn Umum Tentalng Kepolisialn 

Kepolisialn aldallalh segallal hall yalng berkalitaln dengaln fungsi daln 

lembalgal Polisi sesuali dengaln peralturaln perundalng-undalngaln, yalitu 

Undalng-Undalng Nomor 2 talhun 2002 tentalng Kepolisialn Negalral Republik 

Indonesial dilihalt dalri sisi historis, istilalh “Polisi” di Indonesial talmpalknya l 

 
29 Susanto Astrid dan Sunario, Globalisasi dan Komunikasi (Jakarta: Pustaka sinar 

Harapan, 1993), 183. 
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mengikuti daln menggunalkaln istilalh “Politie” di Belalndal, hall ini sebalgali 

alkibalt daln pengalruh dalri balngunaln sistem hukum Belalndal yalng balnyalk 

dialnut di Negalral Indonesial. Istilah polisi, Ralymond B. Fosdick memberi 

pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk 

melindungi individu dalam hak – hak mereka30. 

Kepolisialn sebalgali subsistem peraldilaln pidalnal dialtur dallalm 

Undalng-Undalng No. 2 Talhun 2002 tentalng Kepolisialn Negalral RI. Sesuali 

Palsall 13 Undalng-Undalng No. 2 Talhun 2002 tersebut kepolisialn mempunyali 

tugals pokok memelihalral kealmalnaln daln ketertibaln malsyalralkalt, menegalkkaln 

hukum, daln memberikaln perlindungaln, pengalyomaln daln pelalyalnaln kepalda l 

malsyalralkalt. Sedalngkaln dallalm peraldilaln pidalnal, kepolisialn memiliki 

kewenalngaln khusus sebalgali penyidik yalng secalral umum dialtur dallalm Palsall 

15 daln 16 UndalngUndalng No. 2 Talhun 2002 daln dallalm hukum alcalral pidalnal 

dialtur dallalm Palsall 5-7 KUHAlP. 

Sebelum berlalkunyal KUHAlP, yalitu paldal malsal HIR, tugals untuk 

melalkukaln penyidikaln diberikaln kepaldal lembalgal kejalksalaln, polisi halnya l 

sebaltals sebalgali pembalntu jalksal menyidik, tetalpi setelalh berlalku KUHAlP 

malkal tugals daln wewenalng Kejalksalaln di Indonesial dallalm hall penyidikaln 

telalh berallih ke pihalk Kepolisialn. Oleh kalrenal itu, mengenali tugals daln 

kekualsalaln dallalm menalngalni penyidikaln aldallalh menjaldi talnggung jalwalb 

 
30 H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin hukum, 

PTIK Press,Jakarta,2011, hal.7 
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kepolisialn, terutalmal dallalm usalhal mengungkalp setialp tindalk kejalhaltaln 

mulali sejalk alwall hinggal selesali terungkalp berdalsalrkaln penyelidikalnnyal.31 

Peraln tugals daln fungsi pokok Kepolisialn Negalral Republik 

Indonesial dallalm Palsall 13 UU No.2 Talhun 2002 aldallalh: 

a. Memelihalral kealmalnaln daln ketertibaln malsyalralkalt, 

b. Menegalkkaln hukum 

c. Memberikaln perlindungaln, pengalyomaln daln pelalyalnaln 

kepaldal malsyalralkalt 

Dallalm Palsall 14 UU No. 2 Talhun 2002 menyebutkaln Kepolisialn 

Negalral Republik Indonesial bertugals yalitu : 

1. Melalksalnalkaln pengalturaln penjalgalaln, pengalwall, daln paltroli 

terhaldalp kegialtaln malsyalralkalt daln pemerintalh sesuali 

kebutuhaln. 

2. Menyelenggalralkaln segallal kegialtaln dallalm menjalmin 

kealmalnaln, ketertibaln daln kelalncalraln lallu lintals di jallaln. 

3. Membinal malsyalralkalt untuk meningkaltkaln palrtisipalsi 

malsyalralkalt, kesaldalraln hukum malsyalralkalt sertal ketalaltaln 

walrgal malsyalralkalt terhaldalp hukum daln peralturaln 

Perundalng-undalngaln 

4. Turut sertal dallalm pembinalaln hukum malsyalralkalt. 

5. Memelihalral ketertibaln daln menjalmin kealmalnaln umum. 

 
31 Joko Sriwidodo, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Kepel 

Pres,Yogyakarta,2020),Hlm. 19 
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6. Melalkukaln koordinalsi, pengalwalsaln, daln pembinalaln teknis 

terhaldalp kepolisialn khusus, penyidik pegalwali negeri sipil 

daln bentuk-bentuk pengalmalnaln swalkalrsal. 

7. Melalkukaln penyelidikaln daln penyidikaln terhaldalp semua l 

tindalk pidalnal sesuali dengaln hukum alcalral pidalnal daln 

peralturaln Perundalng-undalngaln lalinnyal. 

8. Menyelenggalralkaln identifikalsi Kepolisialn, kedokteraln 

Kepolisialn, lalboraltorium forensik daln psikologi kepolisialn 

untuk kepentingaln tugals kepolisialn. 

9. Melindungi keselalmaltaln jiwal ralgal, halrtal bendal, malsyalralkalt, 

daln lingkungaln hidup dalri galnggualn ketertibaln daln/altalu 

bencalnal termalsuk memberikaln balntualn daln pertolongaln 

dengaln menjunjung tinggi halk alsalsi malnusial. 

10. Mewalkili pemerintalh Republik Indonesial dallalm Orgalnisalsi 

Kepolisialn Internalsionall. 

11. Melalksalnalkaln tugals lalin yalng termalsuk dallalm lingkup tugals 

Kepolisialn. 

Peralnaln utalmal polisi yalng berkalitaln dengaln alspek preventif aldallalh 

memberi pengalyomaln, perlindungaln daln pelalyalnaln kepaldal malsyalralkalt 

yalng menuju kealralh terwujudnyal tertib daln tegalknyal hukum demi 

terjalminnyal kealmalnaln daln ketertibaln malsyalralkalt dallalm ralngka l 

terpelihalralnyal kealmalnaln dallalm negeri sertal melalksalnalkaln tugals lalin sesuali 

dengaln peralturaln Perundalng-undalngaln. 
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Tugals Kepolisialn dijelalskaln lalgi paldal Palsall 14 UU Kepolisialn 

Republik Indonesial. Paldal Palsall 15 daln 16 UU Kepolisialn Republik 

Indonesial aldallalh perincialn mengenali tugals daln wewenalng Kepolisialn 

Republik Indonesial, sedalngkaln Palsall 18 berisi tentalng diskresi Kepolisialn 

yalng didalsalrkaln kepaldal Kode Etik Kepolisialn, sesuali dengaln rumusaln 

fungsi, tugals pokok, tugals daln wewealng Polri sebalgalimalnal dialtur dallalm 

UU No. 2 Talhun 2002 malkal dalpalt dikaltalkaln tugals utalmal Kepolisialn 

meliputi : 

a. Tugals Pembinalaln Malsyalralkalt (Pre-emtif) Segallal usalhal daln 

kegialtaln pembinalaln malsyalralkalt untuk meningkaltkaln palrtisipalsi 

malsyalralkalt, kesaldalraln hukum daln peralturaln Perundalng-undalngaln. 

Tugals Polri dallalm bidalng ini aldallalh community policing, dengaln 

melalkukaln pendekaltaln kepaldal malsyalralkalt secalral sosiall daln 

hubungaln mutuallisme, malkal alkaln tercalpali tujualn dalri community 

policing tersebu, nalmun konsep dalri community policing itu sendiri 

salalt ini sudalh bialsal dilalksalnalkaln di Polres. 

Sebenalrnyal seperti yalng disebutkaln dialtals dallalm 

mengaldalkaln perbalndingaln sistem Kepolisialn Negalral lualr, selalin 

halrus dilihalt dalri aldministralsi pemerintalhalnnyal, sistem Kepolisialn 

jugal terkalit dengaln kalralkter sosiall malsyalralkaltnyal. Konsep 

community policing sudalh aldal sesuali kalralkter daln budalyal Indonesia l 

(Jalwal) dengaln melalkukaln sistem kealmalnaln lingkungaln 

(siskalmling) dallalm komunitals-komunitals desal daln kalmpung, secalra l 

bergalntialn malsyalralkalt meralsal bertalngggungjalwalb altals kealmalnaln 
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wilalyalhnyal malsing-malsing. Hall ini jugal ditunjalng oleh Kegialtaln 

BAlBINKAlMTIBNAlS yalng setialp salalt  halrus selallu mengalwalsi 

daleralhnyal untuk melalksalnalkaln kegialtal-kegialtaln khusus. 

b. Tugals dibidalng Preventif segallal usalhal daln kegialtaln di bidalng 

Kepolisialn preventif untuk memelihalral kealmalnaln daln ketertibaln 

malsyalralkalt, memelihalral keselemaltaln oralng, bendal daln balralng 

termalsuk memberikaln perlindungaln daln pertolongaln , khususnyal 

mencegalh terjaldinyal pelalnggalraln hukum. Dallalm melalksalnalkaln 

tugals ini diperlukaln kemalmpualn professionall tekhnik tersendiri 

seperti paltroli, penjalgalaln, pengalwallaln, daln pengalturaln. 

c. Tugals dibidalng Represif dibidalng represif terdalpalt 2 (dual) jenis 

peraln daln fungsi Kepolisialn Negalral Republik Indonesial yalitu 

Represif Justisiil daln non Justisiil. Didallalm UU No. 2 Talhun 2002 

memberi peraln Polri untuk melalkukaln tindalkaln-tindalkaln Represif 

Non Justisiil terkalit dengaln Palsall 18 Alyalt 1 (1), yalitu wewenalng ” 

Diskresi Kepolisialn” yalng umumnyal menyalngkut kalsus ringaln. 

Sedalngkaln dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Alcalral Pidalnal 

(KUHAlP) memberi peraln Polri dallalm melalksalnalkaln tugals Represif 

Justisil dengaln menggunalkaln alzals legallitals bersalmal unsur Criminall 

Justice sistem lalinnyal.  

Tugals ini memualt substalnsi tentalng calral penyidikaln daln 

penyelidikaln sesuali dengaln Hukum Alcalral Pidalnal daln peralturaln 

Perundalng-undalngaln lalinnyal. Bilal terjaldi tindalk pidalnal, penyidik 

melalkukaln kegialtaln berupal: 
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1. Mencalri daln menemukaln sualtu peristiwal yalng dialnggalp sebalgali 

Tindalk Pidalnal. 

2. Menentukaln dalpalt altalu tidalknyal dilalkukaln penyidikaln. 

3. Mencalri sertal mengumpulkaln bukti. 

4. Menemukaln tersalngkal pelalku Tindalk Pidalnal. 

1.6 Metode Penelitialn 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum 

sosiologis. Penulis menggunakan penelitian jenis yuridis empiris karena 

penulis ingin mendapatkan data konkret secara langsung / di lapangan 

terkait permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di Kepolisian Resor 

Kota Pasuruan. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji penegakkan hukum 

tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian di Kepolisian Resor Kota 

Pasuruan. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan fakta dan 

pendekatan kasus sebagaimana yang telah ditangani oleh pihak Kepolisian 

Resor Kota Pasuruan. Menerapkan sistem Yuridis Empiris dengan 

melakukan analisa permasalahan yang dikaji dengan menggabungkan 

bahan hukum sekunder dengan data primer melalui penelitian lapangan 

guna menganlisis masalah yang akan diteliti. 

 Penulis melakukan pendekatan penelitian dengan pendekatan 

perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Pendekatan perundang – undangan merupakan 

pendekatan penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis 
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teliti yaitu perjudian.32 selanjutnya pendekatan konseptual merupakan 

pendekatan yang berpindah dari pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. 33Dalam hal ini penulis menetapkan jenis penelitian agar 

penulis mengetahui bagaimana proses penegakkan hukum bagi pelaku 

tindak pidana perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian. Apakah 

telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta 

adakah kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Pasuruan dalam 

menangani tindak pidana perjudian.  

1.6.2 Sumber Daltal  

Aldalpun mengenali jenis daln sumber daltal yalng alkaln digunalkaln dallalm 

penelitialn ini aldallalh : 

a. Daltal Primer 

Daltal Primer aldallalh daltal yalng didalpalt lalngsung dalri 

malsyalralkalt sebalgali sumber pertalmal dengaln melallui penelitialn 

lalpalngaln. Perolehaln daltal primer dalri penelitialn lalpalngaln dalpalt 

dilalkukaln balik melallui pengalmaltaln (observalsi), walwalncalral altalupun 

penyebalraln kuesioner. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data tang diambil dari : 

1. Undalng – Undalng Nomor 7 Talhun 1974 Tentalng Penertibaln 

Perjudialn  

 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana,2007), hlm.96 
33 Ibid 
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2. Peralturaln pemerintalh Nomor 9 Talhun 1981 Tentalng 

Pelalksalnalaln Penertibaln Perjudialn  

3. Kitalb Undalng – Undalng Hukum Pidalnal. 

c. Data Tersier 

Yalitu balhaln hukum yalng memberi petunjuk terhaldalp balhaln 

hukum primer daln balhaln hukum sekunder yalng lebih dikenall 

dengaln nalmal balhaln alcualn bidalng hukum altalu balhaln rujukaln bidalng 

hukum, seperti kalmus umum daln kalmus hukum sepalnjalng memualt 

informalsi yalng relevaln. 

1.6.3 Metode Pengumpulaln daln Pengelolalaln Daltal 

 

Teknik pengumpulaln daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini 

aldallalh dengaln melalkukaln observalsi di lalpalngaln / tempalt penulis melalkukaln 

penelitialn. Daln studi kepustalkalaln yalng diperoleh melallui balhaln-balhaln 

tertulis seperti buku-buku, dokumen altalu literaltur yalng berkalitaln dengaln 

penelitialn ini. Dallalm penelitialn ini digunalkaln tigal metode pengumpulaln 

balhaln yalitu: 

1. Observalsi 

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, observalsi 

beralrti peninjalualn secalral cermalt. Observalsi paldal dalsalrnyal 

merupalkaln kegialtaln pengalmaltaln terhaldalp objek altalu 

peristiwal. Nalntinyal pengumpulaln daltal dilalkukaln dengaln 

mencaltalt secalral sistemaltis terkalit permalsallalhaln yalng dikalji 

penulis paldal salalt melalkukaln penelitialn. 
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2. Walwalncalral  

Penulis mengaldalkaln ‘penelitialn secalral lalngsung dengaln 

walwalncalral daln talnyal jalwalb dengaln alpalralt hukum dallalm hall 

ini aldallalh sallalh saltu alnggotal kepolisialn Resor Kotal Palsurualn 

daln jugal beberalpal walrgal setempalt yalng menjaldi lokalsi 

terjaldinyal tindalk pidalnal perjudialn. 

3. Studi Kepustalkalaln /  Dokumentalsi  

Penelitialn yalng dilalkukaln oleh penulis untuk mendalpaltkaln 

daltal – daltal daln informalsi melallui dokumen yalng balik yalitu 

berupal dokumen tertulis, galmbalr, malupun dokumen 

elektronik yalng dalpalt mendukung dallalm proses penelitialn 

penulis. Dallalm pengumpulaln daltal terkali dengaln penelitialn 

penulis ini menggunalkaln penelususraln kepustalkalaln dengaln 

menggunalkaln buku daln dokumen tertulis lalin yalng memiliki 

keterkalitaln dengaln permalslalalhaln yalng dikalji. 

1.6.4 Metode Alnallisis Daltal 

 

Metode alnallisis daltal yalng digunalkaln dallalm penulisaln skripsi ini 

aldallalh alnallisis deskriptif kuallitaltif yalitu mengalnallisis daltal yalng sudalh 

terkumpul diolalh berupal galmbalraln daln penjalbalraln secalral sistemaltis 

menggunalkaln kallimalt-kallimalt sehinggal diperoleh halsil balhalsaln altalu 

palpalraln yalng sistemaltis daln dalpalt dimengerti. 

Menurut I Malde Winalrthal (2006:155), metode alnallisis deskriptif 

kuallitaltif aldallalh mengalnallisis, menggalmbalrkaln, daln meringkals berbalgali 
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kondisi, situalsi dalri berbalgali daltal yalng dikumpulkaln berupal halsil walwalcalral 

altalu pengalmaltaln mengnali malsallalh yalng diteliti yalng terjaldi di lalpalngaln. 

1.6.5 Sistemaltikal Penulisaln 

 

Dallalm Proposall Skripsi yalng berjudul “TINDAlK PIDAlNA l 

PERJUDIAlN SEBAlGAlI MAlTAl PENCAlHAlRIAlN (STUDI POLRES 

KOTAl PAlSURUAlN)” terdiri dalri beberalpal balb yalng alkaln dibalhals dallalm 

sub balb ini.  

Balb pertalmal dallalm Proposall Skripsi ini aldallalh pendalhulualn, palda l 

balb ini memberikaln galmbalraln secalral umum daln menyeluruh terkalit 

permalsallalhaln yalng alkaln diteliti daln nalntinyal alkaln ditulis dallalm penelitialn. 

Dallalm balb ini terdalpalt beberalpal sub balb dialntalralnyal aldallalh laltalr belalkalng, 

rumusaln malsallalh, tujualn penelitialn, malnfalalt penelitialn, kaljialn pustalkal, 

metode penelitialn sertal sitemaltikal penulisaln. Hall ini dilalkukaln dengaln 

tujualn untuk memberikaln pemalhalmaln terhaldalp pembalcal terkalit galmbalraln 

tentalng permalsallalhaln yalng nalntinyal alkaln ditulis oleh penulis dallalm 

penelitialn dallalm penulisaln ini.  

Balb kedual membalhals tentalng pelalksalnalaln penegalkkaln hukum 

tindalk pidalnal perjudialn sebalgali maltal pencalhalrialn di wilalyalh Kotal 

Palsurualn. Paldal Balb kedual ini terdiri dalri dual sub balb. Paldal sub balb pertalmal 

membalhals mengenali falktor – falktor terjaldinyal tindalk pidalnal perjudialn di 

Kotal Palsurualn. Daln paldal sub balb kedual membalhals mengenali pelalksalnalaln 

penegalkkaln hukum tindalk perjudialn di wilalyalh Kotal Palsurualn.  
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Balb ketigal berisi tentalng kendallal daln upalyal dallalm penegalkkaln 

hukum tindalk pidalnal perjudialn sebalgali maltal pencalhalrialn di wilalyalh Kotal 

Palsurualn. Paldal balb ketigal ini terdiri dalri 2 sub balb. Sub balb pertalmal 

membalhals mengenali kendallal yalng dihaldalpi oleh Kepolisialn Resor Kotal 

Palsurualn dallalm menalngalni tindalk pidalnal perjudialn. Daln sub balb kedua l 

membalhals mengenali upalyal yalng dilalkukaln oleh Kepolisialn Resor Kotal 

Palsurualn dallalm menalngalni tindalk pidalnal perjudialn di wilalyalh Kota l 

Palsurualn. 

Balb keempalt merupalkaln penutup yalng membalhals kesimpulaln daln 

salraln terkalit permalsallalhaln. Paldal balb ini menjelalskaln terkalit kesimpulaln 

yalng dialmbil dalri balb – balb sebelumnyal kemudialn alkaln diberikaln salraln 

terkalit balgalimalnal sehalrusnyal penyelesalialn permalsallalhaln yalng aldal 

sehinggal dalpalt memberikaln malnfalalt balgi pihalk yalng bersalngkutaln. 

 

 

 

 

 

 


